SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS FERATURAN BUFATI PRINGSEWU NOMCOR 02 TAHUN 20138
TENTANG TATA CARA FEMBAYARAN MELALUI UANG PERSEDIAAN,
GANTI UANG PERSEDIAAN, TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Menimbang

Mengingatl

DAN MEKANISME LANGSUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PRINGSEWY,

a. bahwa dengan adanya perubshan pada tata cara
pembayaran meialui uang persediaan, gant uang
persediaan, tambah uang persediaan, dan mekanisme
belanja langsung, dalam rangka optimalisasi
pengendaliannya  perhi  dilakukan perubashan atas
Peraturan Bupati Pringsewu Nomor (02 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pembayaran Melalui Uang
Persedigan, Ganti Uang Persediaan, Tambah Uang
Pemediaan, dan Mekanisme Belanja Langsung;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan
yang tidak sesuai kondisi/siluasi pada Dbalasan
mekanisme pembayaran belanja langsung maka pada
Belanja Langsung tidak ada pembatasan;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf & dan huraf b, perlu
menetapkan Peraiuran Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Pringsewu Nemeor 02 ‘Tahun 2018
tentang Tata Cara Pembayaran Melalui Uang
Persediaan, Ganti lang Persediaan, Tambah UUang
Persediaan dan Mckanisme Langsung;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara MNegara Yang Beraih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomeor 3851];

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

12.

Undang-Undang HNomer 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara ERepubidik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355]);

Undang-Undang Nomar 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400];

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di  Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesiz Nomor 4932);

Undang-Undang Nemeor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234,

Undang-Undatlg Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daeral  (Lemnbéaganr Negam  Republik
Indonesia Tahun 2014 WNomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
[Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor $5679);

Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601):

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambrhan Lembaran Negera Republk Indonesia
Nomor 4578];

Peraturan Pemerintsh Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indconesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nemeor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201& tentang
Peranglcat Daerah  (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik [Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Fedoman Pengelolaan Keuangan Daersh
achagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);



Menetapkan

13. Peraturan Menrteri Nalam Negeri Yomaor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hulkum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Direlctur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-66/PBf2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direktnr Jenderal Perbendaharaan Normor
PER-11/PB/2011;

15. Peraturan Daerah Xabupaten Pringsewu Nomor O7
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Kenangan Daerzh (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

16. Peraturan Daerah Kabupaten FPringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembeontukan dan Susunen
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

17. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pembayaran Melalui Uang
Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambah Uang
Persedidan dan Mekanisme Langsung (Berita Daecrah
Kabupaten Pringgewu Tahun 2018 Nomor 02);

MEMUTUSEAN:

PERATUURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN EUFATI PRINGSEWU NOMOR 02 TAHUN
2018 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN MELALUI
UANG PERSEDIAAN, GCANTI UANG PERSEDIAAN,
TAMBAH UANG PERSEDIAAN DAN MEEKANISME
LANGSUNG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dalam Peraturan Bupati
Pringsewu Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pembayaran Melafui Uang Perscdiaan, Ganti Uang
Pergediaan, Tambah Uang Persedinan dan Mekanisme
Langsung (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2018 Nomor 02) diubab sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

{1} Pembayaran atae belanja yang sudah pasti jumlah,
penerima dan wakm pembavaran maka dilakukan
melalul mekarisme pembayaran langsung.

[2) Mekanisme pembayaran langeung sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) dapat ditujukan kepada:
a. pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa;



b. penerima belania bunga, subsidi, hibah, bantuan
sosial, belanja bagl hasil, bantuan keuangan dan
pembiayaan; dan/atau

c¢. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

(3] Mekanisme pembayaran langsung melalui Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat
digunakan untuk keperluan pembayaran:

a. belarmja pegawai,

b. biaya perjalanan kegiatan rapat dalam kota
Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara;
dan fatan

c. belanja jasa petugas penunjang kegiatan kantor/
lapangan {kontrak perorarngan}.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
divndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundsngan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah  Kabupaten
Pringsew.

Ditetapkan di Pringsewu 1
pada tanggal, T Taret 23

BUFAT] PRINGSEWT},
dto
SUJADI
DMundangkan di Pringsewu

pada tanggal , 2 daret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWL,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

IHSAN HENDRAWAN, S.H

JDIH Kabupaten Pringsevm : http:f /jdih.pringsevukab.po.id f



	PERBUP NOMOR  13 TAHUN 2018 001.pdf (p.1)
	PERBUP NOMOR  13 TAHUN 2018 002.pdf (p.2)
	PERBUP NOMOR  13 TAHUN 2018 003.pdf (p.3)
	PERBUP NOMOR  13 TAHUN 2018 004.pdf (p.4)

